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Dalam penelitian ini berhubungan dengan hukum, artinya bahwa
Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan
atas hukum, bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Untuk
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi atau
penerima pelayanan kesehatan maka salah satunya didalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1992 di dalam Pasal 7 Pemerintah bertugas
menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat. Pembiayaan bagi pasien yang tidak mampu membayar di
Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung masih
dikatakan sangat tinggi yaitu 12,3 % dari 15.328 pasien dikarenakan
keterkaitan status ekonomi dengan penghasilan yang sangat minim,
sedangkan dana yang bersumber dari pemerintah yang dikelola oleh
sektor kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif. yaitu suatu cara meneliti dalam
penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data
sekunder yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kab.
Bandung, apakah sesuai Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan
Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Membayar Menyebabkan
Dipenuhinya Fungsi Sosial Rumah Sakit.Pada penelitian ini dengan
menggunakan deskriftip analitik yang menggambarkan secara menyeluruh
permasalahan yang menjadi, data yang dipergunakan dalam penelitian ini
yaitu berdasarkan sumbernya adalah data sekunder yang sifatnya adalah
data kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan
adalah studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Memberikan
Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Membayar
Menyebabkan Dipenuhinya Fungsi Sosial Rumah Sakit status ekonomi
rendah sangat berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit karena
sangat berhubungan erat dengan tindakan yang akan dilakukan pihak
rumah sakit terhadap pasien. Dalam arti hak pasien untuk mendapatkan
derajat kesehatan yang optimal dan setinggi-tingginya belum terpenuhi.
Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan pasal 57 ayat (2) fungsi social sarana kesehatan
adalah bahwa menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik
yang diselenggarakan oleh pemerintah  maupun oleh masyarakat harus
memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat
yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Dan
pihak bawahan tidak mengabaikan peraturan intern rumah sakit yang
disyahkan oleh direktur.
Kata kunci: Kebijakan, pasien, membayar, fungsi sosial.
ABSTRACT
This study concerns about the Law, owing to the fact that the Unity State of
the Republic of Indonesia is based on Law, rather than absolutism or
unlimited power. To provide law protection and certainty to health services
providers and beneficiaries, Article 7 of the Law No. 23/1992 specifies that
the Government is required to to administer evenly distributed and affordable
health services deliveries for the entire communities. Observation shows that
operational cost that should be paid by Local General Hospital of Majalaya,
Bandung Regency is still relatively very high, accounting for 12,3% of 15.328
total patients, owing to their economic conditions with very minimum income,
while the allocated fund originating from the Government that should be
managed by the health sectors were not been evenly distributed to their
eligible targeted people living in poverty.
This study adopts normative judicial approach, in that it reviews legal
literatures and related secondary data from Local General Hospital of
Majalaya, Bandung Regency. The aim is to assess its compliance to the
Policy of Providing Health Delivery Services for Low Income Patients to
determine whether or not it has exercise its social function. The analysis
method adopted is descriptive analytical method in providing the overall
picture of the main problems. Data type used are qualitative secondary data
based on primarily literature review and documentations.
The result show that the implementation of Policy of Providing Health Delivery
Services for Low Income Patients affects the exercise of social functions of
this Hospital, in that the implementation affects every medical and health
service related actions that should be done to their patients. The study finds
that the patients rights to obtain health services in optimum and at highest
level have been achieved yet. Article 57 umber (2) of Law No. 23/1992 on
Health Affairs specifies that the administration of any health delivery service
either by governmental agency or by private sectors or the community in
general should take into account the health delivery services needs of
peoples living in poverty and not only been operated on profit motive alone. In
addition, every subordinates should not ignore every internal regulation that
has been set up by their supervisor or the Board of Directors.
Keywords . Authority, afford, patient, social function
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